
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi berhasil mengamankan sebanyak 170 warga negara asing
(WNA) yang diduga bermasalah secara keimigrasian. Dari 27 negara dalam operasi Wira
Waspada yang digelar pada 14 s.d. 16 Mei 2025 di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan
Bekasi (Jadetabek), sebanyak 25 orang di antaranya tidak dapat menunjukkan dokumen
perjalanan, 25 orang diduga memberikan keterangan yang tidak benar, 24 orang diduga
memiliki sponsor/penjamin fiktif dan 10 orang overstay. WNA yang diamankan dalam operasi
Wira Waspada paling banyak berasal dari Nigeria (61 orang), Kamerun (27 orang), Pakistan (14
orang), Sierra Leone (12 orang), Pantai Gading (8 orang) dan Gambia (8 orang). Operasi Wira
Waspada merupakan operasi ketiga yang dilaksanakan pada tahun 2025. Sebelumnya, operasi
serupa telah dilakukan di wilayah Bali, Maluku Utara, serta kawasan industri Morowali dan
Tobelo. Operasi ini merupakan pengembangan dari adanya beberapa kasus WNA yang
melanggar aturan dengan membuat keributan di tempat umum.

Para WNA tersebut diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU No.
63 Tahun 2024, antara lain: a. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian mengenai Orang Asing Pemegang Izin Tinggal yang berada di wilayah Indonesia
dan melebihi masa berlakunya; b. Pasal 123, dengan ancaman hukuman pidana maksimal 5
tahun penjara dan denda hingga Rp500 juta bagi siapa pun yang dengan sengaja memberikan
data palsu, keterangan tidak benar, atau dokumen palsu untuk memperoleh visa atau izin
tinggal; c. Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa Pendeportasian dan Pencantuman dalam
Daftar Penangkalan yang membuat para WNA dilarang masuk kembali ke Indonesia dalam
jangka waktu tertentu.
 
Operasi Wira Waspada merupakan semangat baru yang diangkat Ditjen Imigrasi dalam
menegakkan hukum keimigrasian. Istilah tersebut berasal dari kata Wira (वीर) dan Waspada (वद)
dalam bahasa Sansekerta. Adapun maknanya yaitu berani, kuat, atau berjiwa nasionalis dan
selalu siap bela negara namun juga tetap siaga, berhati-hati dan waspada serta mengutamakan
keselamatan dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas.

Terkait Operasi Wira Waspada, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto,
memastikan bahwa pemerintah akan terus melaksanakan operasi pengawasan ini secara rutin
dan berskala nasional demi menjaga kedaulatan negara. Operasi Wira Waspada merupakan
bagian dari upaya simultan dalam menegakkan hukum keimigrasian guna mencegah gangguan
ketertiban umum dan menekan potensi tindak kriminal oleh WNA yang melanggar aturan. Selain
itu, Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk ke
Indonesia memberikan kontribusi positif. Pihak Ditjen Imigrasi akan mengambil tindakan tegas
terhadap WNA yang melanggar aturan dan mengancam ketertiban. Pelanggaran hukum
keimigrasian yang dilakukan WNA tidak hanya merugikan administrasi negara, tetapi juga
berpotensi membuka peluang tindak pidana, seperti perdagangan manusia, penyelundupan
narkotika, dan aksi terorisme yang dapat mengancam stabilitas keamanan nasional.
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OPERASI WIRA WASPADA

TERHADAP WNA BERMASALAH
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Operasi Wira Waspada merupakan bagian dari upaya yang dilakukan Ditjen
Imigrasi dalam menegakkan hukum keimigrasian guna mencegah gangguan
ketertiban umum dan menekan potensi tindak kriminal oleh WNA yang melanggar
aturan keimigrasian. Selain itu, dalam upaya memastikan setiap WNA mematuhi
aturan keimigrasian yang berlaku, Operasi Wira Waspada dilaksanakan secara
berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia terutama yang memiliki aktivitas WNA
yang tinggi.  Untuk itu, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi XIII DPR RI
mengapresiasi dan mendukung Operasi Wira Waspada yang telah dilaksanakan
oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap WNA dan mengambil
tindakan tegas terhadap WNA yang melanggar aturan keimigrasian. Komisi XIII DPR
RI juga mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan meningkatkan
pengawasan untuk memastikan WNA yang masuk, tinggal, dan bekerja di
Indonesia sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan memberikan
kontribusi positif.  

antara.news,com, 17 Mei 2025;
imigrasi.go.id, 15 Mei 2025; dan
kompas.com, 16 dan 18 Mei 2015.
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